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MUHAMMAD GUNTUR HS (B111 13 121), dengan judul “Peranan
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
(Bhabinkamtibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)”. (Penelitian di
wilayah hukum Kepolisian Sektor Tamalate, Makassar), Penulisan
skripsi ini dibawah bimbingan Bapak Andi Sofyan selaku pembimbing I
dan Ibu Wiwie Heryani selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan
tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri
sehingga dari proses tersebut dapat diketahui sejauh mana peranan
Bhabinkamtibmas dalam menangani sebuah permasalahan baik itu
mengenai tindak pidana ringan maupun non pidana/masalah sosial dan
juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas Polri
dalam proses penanganan tindak pidana ringan (tipiring).
Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Tamalate
Makassar yang telah menjadi Polsek percontohan (Pilot Project) di
wilayah Polda Sulawesi Selatan dalam penerapan program Pemolisian
Masyarakat (Polmas) dengan memfokuskan penelitian di Unit Pembinaan
Masyarakat (Binmas) dimana petugas Bhabinkamtibmas berada di Unit
tersebut yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa
Bhabinkamtibmas Polri mempunyai tugas dan wewenang khusus yang
berdasar pada Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Pemolisian Masyarakat, Pemolisian Masyarakat (Polmas) menjadi suatu
program baru yang diterapkan Polri, program ini merupakan salah satu
cara efektif untuk membangun kejasama dengan masyarakat untuk
menciptakan suasana kamtibmas yang aman dan kondusif. Tugas
seorang Bhabinkamtibmas Polri adalah tugas yang sangat mulia karena
kewenangannya sangat luas berdasarkan Peraturan yang ada, baik dalam
bentuk pembinaan, kemitraan, dan penyelesaian masalah (Problem
Solving) yang dialami oleh masyarakat, baik itu tindak pidana ringan
maupun masalah sosial. Hal tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat itu sendiri dan tingkat penyelesaian kasus yang dilaksanakan
oleh fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) selaku penyidik mengalami
penurunan. Pada dasarnya Bhabinkamtibmas Polri berperan sebagai
mediator dan fasilitator dalam setiap permasalahan yang ada di wilayah
tanggungjawabnya. Petugas Bhabinkamtibmas sendiri dalam tugasnya
juga memiliki kendala yang dihadapi, seperti masyarakat yang kurang
mengerti dengan hukum/peraturan yang ada dan banyaknya pihak lain
yang ikut campur dalam setiap permasalahan yang akan diselesaikan.
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A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang di dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun
1945.1 Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan,
pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia
yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat
Indonesia.
Secara yuridis Indonesia memang benar menerapkan hukum
sebagai supremasi negara sebagaimana termaktub dalam UUD NRI
1945 pasal 1 ayat (3) diatas. Hal ini berimplikasi dalam setiap
perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum
yang berlaku, termasuk didalamnya adalah mengenai tindak pidana
ringan.
Kasus tindak pidana ringan (tipiring) adalah kasus yang tidak
asing lagi bagi sebagaian besar masyarakat Indonesia baik dari
kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan menengah
keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh
berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan
kemiskinan. Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan
1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan
ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Nasional. Usaha tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi berbagai
kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku
sekarang yang merupakan peninggalan zaman penjajahan yang
dalam kenyataannya masih dipakai pada masa orde baru dizaman
kemerdekaan ini, yang ternyata banyak peraturan didalamnya yang
tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila serta UUD
1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.2
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat
dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah
satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan
untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi
terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan
tegaknya hukum, terselenggranya perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Dalam terciptanya sinergitas antara Polri dengan lingkungan
masyarakat, pendidikan dan komunitas maka Polri mulai menerapkan
2 Suparni Niniek, Eksistensi pidana denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika,
Jakarta, 2007, Hlm 1.
3program “Polmas” sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan
Kapolri No. Pol : Skep / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005
tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian
masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat Keputusan
tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008
Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian
Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri No.
3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.3
Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas
maka dipandang perlu untuk mengadopsi konsep Community Policing
(Pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama “Polmas”.
Sebelum konsep Community Policing (Pemolisian masyarakat)
diluncurkan terutama di Negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-
tugas Kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban
maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi
melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi
kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat Negara sehingga
pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai
pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian
Konsep Community Policing (Pemolisian masyarakat) atau biasa
disingkat dengan nama “Polmas” sebagai strategi baru yang
ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun
3 Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.
4kerjasama dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut
akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran
polisi. Dengan demikian, masyarakat akan mampu mengidentifikasi
berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan
kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama dengan
polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan, baik itu yang
dilakukan oleh orang dewasa maupun pelakunya adalah anak
dibawah umur atau pelajar.
Ujung tombak pelaksanaan polmas adalah Bhayangkara Pembina
keamanan dan ketertiban masyarkat atau disingkat Bhabinkamtibmas
yang merupakan community officer (petugas polmas) adalah anggota
Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan
petugas Polmas di desa/kelurahan.4
Paradigma kepolisian sipil yang dicanangkan Polri dalam
implementasinya menuntut setiap personel Polri selalu berorientasi
kepada pendekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia,
serta membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat.
Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apabila reformasi
kultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku
4 Polri Daerah Sulawesi Selatan, Buku Praktis Bhabinkamtibmas,  Makassar, 2014, Hlm 2.
5pada setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu
membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.5
Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri yang
merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama
/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut
akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran
polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu
mengidentifikasi berbagai permasahan sosial khususnya berkenaan
dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-
sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas
kejahatan.6
Bhabinkamtibmas dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan
saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan
lebih menekankan pendekatan pribadi diri pada hubungan formal.
Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan
penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga
memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga
masyarakat di kelurahan/desa. Pemberian kewenangan dan
tanggungjawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi
dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam
5 Surat Keputusan Kapolri No : 433/VII/2006, Panduan Pembentukan Dan Operasional
Perpolisian Masyarakat (Polmas),Jakarta, Hlm 7.
6 Ibid, Hlm. 8.
6mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian tindak
pidana ringan/konflik maupun antar warga dengan polisi dan pejabat
setempat.7
Komponen yang dibutuhkan bagi keberhasilan proses pelayanan
perpolisian melalui hukum selain faktor sumber daya, sikap adalah
komponen komunikasi. Disini para pelaksanan bukan hanya memiliki
kemampuan untuk melaksanakan, tetapi mereka juga harus
mempunyai pengetahuan atau pemahaman akan substansi pelayanan
publik yang hendak dilaksanakan.8
Komunikasi sebagai komponen pemolisian masyarakat (Polmas)
merupakan kemampuan utama yang perlu dimiliki. Komunikasi harus
diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan
hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif adalah alat utama
sebagai komponen Polmas untuk berhubungan langsung kepada
warga masyarakat.
Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian
terhadap salah satu program atau konsep kepolisian yang
menekankan kemitraan antara Polri dan masyarakat yaitu program
community policing (pemolisian masyarakat) dimana anggota
kepolisan dalam hal ini Bhabinkamtibmas atau petugas polmas yang
7 Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, Konstruktivisme Kepolisian, Pustaka Refleksi, Makassar,
2010, Hlm 48.
8 Ibid, Hlm 57.
7melaksanakan dan menerapkan program tersebut di tengah-tengah
masyarakat dan instansi-instansi serta komunitas yang ada. Dalam
penanganan apabila terjadi permasalahan atau tindak pidana ringan
yang dianggap atau dipandang bisa diselesaikan secara kekeluargaan
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu
karya tulis dengan judul: “Peranan Bhabinkamtibmas Polri Dalam
Penanganan Tindak Pidana Ringan. (Penelitian Di Wilayah Hukum
Polsek Tamalate, Makassar).”
B. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah proses penanganan tindak pidana ringan yang
dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam
penanganan tindak pidana ringan?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana ringan yang
dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri, sehingga dari proses
8tersebut dapat diketahui sejauh mana peranan Bhabinkamtibmas
dalam penanganan tindak pidana ringan.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh
Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan.
D. Manfaat Penelitian
Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menyebarluaskan informasi mengenai proses penanganan tindak
pidana ringan (tipiring) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas
Polri, sehingga dari proses tersebut dapat diketahui sejauh mana
peranan Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana
ringan.
2. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik dibidang
pendidikan maupun dibidang hukum terkhusus diranah kepolisian.
3. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan
yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan
bagi penegak hukum dan masyarakat umum demi meningkatkan
kesadaran dan ketaatan hukum sehingga dapat dijadikan dasar




1. Pengertian Tindak Pidana
Hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian
tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah
"Strafbaar Feit". Sedangkan dalam perundang-undangan negara
kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan
pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka
pembentuk Undang-undang sekarang sudah konsisten dalam
pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum
pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun
pendapat itu diketemukan oleh beberapa ahli yang dalam urainnya
adalah sebagai berikut.
1. Mulyatno
Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang
berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar
larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana :
a. Perbuatan manusia
b. Memenuhi rumusan undang-undang
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c. Bersifat melawan hukum9
2. Simons
Merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar
hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang
yang dapat dipertanggujawabkan atas tindakannya, yang
dinyatakan sebagai dapat dihukum.10
3. Van Hamel
Merumuskan Strafbaar Feit itu sebagai suatu serangan atau
suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.11
4. W.P.J. Pompe
Pengertian Strafbaar Feit dibedakan antara definisi yang
bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang. Menurut
Teori, Strafbaar Feit adalah suatu pelanggaran terhadap norma
yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam
dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan
menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-
Undang / Hukum Positif Strafbaar Feit adalah suatu kejadian
(Feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan
sebagai perbuatan yang dapat dihukum.12
9 Mulyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.54.
10 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012,
Hlm 75.
11 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Rafika Aditama, Bandung,
Hlm 98
12 Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana,Ghalia Indonesia, 1985, hlm.91
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5. Wirjono Prodjodikoro
Tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya
dapat dikenakan hukuman pidana.13
6. H.J. Van Schravendijk
Merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan
orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum
sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal
dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.14
7. J.E. Jonkers
Merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan
hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan
kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang
dapat dipertanggungjawabkan.15
8. E. Utrecht
Merumuskan straafbaat feit dengan istilah peristiwa pidana
yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu
perbuatan handelen atau doen positf atau suatu melalaikan
natalen–negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditumbulkan
karena perbuatan atau melalaikan itu).
13 Ibid, Hlm 75.
14 Ibid, Hlm 75.
15 Ibid Hlm 75.
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9. Kanter Dan Sianturi
Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan
keadaaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan
diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan
hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang
(yang mampu bertanggungjawab).16
2. Tindak Pidana Ringan (Tipiring)
Tindak pidana ringan, akhir-akhir ini menarik perhatian publik
karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan
tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pokok persoalannya,
menurut beberapa analisa, batasan tindak pidana tersebut tidak
pernah lagi diperbaharui sejak tahun 1960. Pengaturan tindak
pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam
perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak
proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap
tidak serius.
Logika bahwa penentuan tindak pidana ringan ini berhubungan
dengan proses penanganan di pengadilan, meski mungkin dengan
alasan berbeda, dapat ditemukan kembali dalam KUHAP yang
kemudian berlaku di Indonesia. Mungkin, karena belum ditemukan
16 Ibid, Hlm 99.
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mengapa pada waktu itu sistem penanganan tindak pidana ringan
yang asalnya dari masa kolonial ini dipertahankan.17
Berbeda dengan bentuk tindak pidana lainnya, tindak pidana
ringan memiliki acara pemeriksaan tersendiri. Pada dasarnya,
Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
mengatur beberapa bentuk pemeriksaan perkara pidana, yaitu
pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat, pemeriksaan cepat, dan
pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Dalam acara pemeriksaan
biasa, proses sidang dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan
sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, dihadiri oleh
penuntut umum dan terdakwa, dengan pembacaan surat dakwaan
oleh penuntut umum. Pembuktian dan alat bukti yang
dipergunakan berpedoman kepada ketentuan yang telah
digariskan Undang-Undang. Umumnya perkara tindak pidana yang
ancaman hukumannya 5 tahun keatas dan masalah
pembuktiannya memerlukan ketelitian, biasanya diperiksa dengan
“acara biasa”.18
Perkara yang dinilai pembuktiannya mudah dengan ancaman
hukuman yang relatif lebih rendah diperiksa dengan “acara
17 www.ejournal.unsrat.ac.id, Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan,
21/11/2016 14:00 Wita.
18Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang
pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, ed. 2, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2001,
Hlm 104.
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singkat” atau sumir. Kita mengenal tiga jenis acara pemeriksaan
perkara pidana pada sidang Pengadilan Negeri, yaitu :
a. Acara pemeriksaan biasa, diatur dalam bagian ketiga Bab XVI.
b. Acara pemeriksaan singkat, diatur dalam bagian kelima Bab
XVI.
c. Acara pemeriksaan cepat, diatur dalam bagian keenam Bab
XVI, yang terdiri dari dua jenis, yaitu :
1. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.
2. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
Jalan.19
3. Hakikat Tindak Pidana Ringan
Mengenai Tindak Pidana Ringan, dalam pasal 205 ayat (1)
KUHAP, dikatakan bahwa :
“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana
ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau
kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-
banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan
kecuali yang ditentukan dalam paragraf bagian 2 ini.20”
KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/pemeriksaan
yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari
sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke
dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara
pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena
19 Ibid
20 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
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Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik)
pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan pada Buku III.
Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-
tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Dilihat
dari sistematika KUHP tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan
(misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen) saja. Tetapi dengan
mempelajari pasal-pasal dalam KUHP ternyata dalam Buku II
tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang
dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (lichte
misdrijven).
Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu
bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab
dalam Buku II KUHP. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan
ringan ini adalah sebagai berikut21 :
a. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHP)
b. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
c. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP)
d. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
e. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP)
f. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP)
g. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat (1) KUHP)
h. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)
21 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya
lengkap pasal demi pasal, 1995, Bogor
16
Penerapan pasal-pasal biasa pada kasus-kasus dengan nilai
objek barang yang tidak terlalu besar tentunya menambah
semakin banyak penumpukan perkara dan berlarut-larutnya
penanganan sebuah kasus. Tidak sedikit kasus-kasus tersebut
kemudian berakhir dengan putusan hukuman penjara yang dinilai
tidak profesional dengan nilai barang yang menjadi objek perkara.
Beberapa contoh kasus yang masih marak dibicarakan misalnya
adalah kasus pencurian sandal jepit pada tahun 2011 yang
berujung pada vonis bersalahnya terdakwa yang masih dibawah
umur, pencurian tiga kakao oleh nenek Minah pada tahun 2009
yang divonis bersalah, kakek pencuri 50 gram merica pada tahun
2012 dan lain-lain. Keadaan semacam ini seolah-olah tidak sejalan
dengan asas pemeriksaan pengadilan yang sederhana, cepat, dan
biaya ringan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian
mengeluarkan peraturan No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuain
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.22
Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam peraturan tersebut
adalah pasal 1 PERMA tersebut yang mengatur nilai barang dalam
pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP menjadi Rp.
2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari yang semula
hanya bernilai Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
22 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuain Batasan Tindak Pidana
Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
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Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur beberapa
ketentuan yang merupakan penyesuaian ketentuan dalam KUHP.
Disamping mengatur mengenai penyesuaian nilai barang dalam
KUHP, PERMA tersebut juga mengatur mengenai penyesuaian
nilaI denda dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP, kecuali Pasal
303 ayat (1) dan (2) bis ayat (1) dan (2) dengan nilai yang
dilipatgandakan menjadi 1.000 kali lipat, ketentuan perihal denda
ini tertuang dalam pasal 3 PERMA tersebut.
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan
ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur
objektif.
a. Unsur Subjektif
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan
termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di
dalam hatinya.23 Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai
berikut:
1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
23 P.A.F. Lamintang, SH., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 1997) Hlm 193.
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3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam
kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
b. Unsur Objektif
Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu
harus di lakukan.24 Unsur-unsur objektif dari suatu tindak
pidana adalah sebagai berikut:
1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil
melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai
penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.
Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan
rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana
sebagai berikut:25
1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
24 P.A.F. Lamintang, SH. Loc.cit
25 Andi Hamzah, SH, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994)
hlm. 88
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Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Para Pakar :
Simons secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak
pidana, yaitu :26
a. Perbuatan manusia (Positif atau negatif, berbuat atau tidak
berbuat atau membiarkan)
a. Diancam dengan pidana
b. Melawan hukum
c. Dilakukan dengan kesalahan
d. Oleh orang yang mampu bertanggujawab
Loebby loqman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana
meliputi :27
a. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh
undang-undang
a. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
c. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan
R. Tresna, memberikan pandangannya mengenai unsur-unsur
tindak pidana yaitu :28
26 Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, Cepat dan mudah memahami hukum
pidana, Kencana PrenadaMedia Group, 2015, Jakarta, Hlm 39
27 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Rafika Aditama, Bandung,
Hlm 99
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a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
c. Diadakan tindakan penghukuman
B. Bhabinkamtibmas Polri
1. Istilah Polisi Dan Kepolisian
Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi dibeberapa negara
memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan
sebutan politea, di Inggris police juga dikenal adanya istilah
constable, di Jerman polizei, di Amerika dikenal dengan sheriff, di
Belanda polite, di Jepang dengan istilah koban dan chuzaisho
walaupun sebenarnya istilah koban adalah suatu nama pos polisi
di wilayah kota dan chuzaisho adalah pos polisi di wilayah
pedesaan.
Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah
dikenal dalam bahasa Yunani, yakni politeia. Kata politeia
digunakan sebagai title buku pertama plato, yakni Politeia yang
mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan
cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang
rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian
dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (polizeistaat)
yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan
kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini
28 Adami Chazawi, Op. cit, Hlm 80.
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dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni
sicherheit polizei yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan
keamanan, dan verwaltung polizei atau wohlfart polizei yang
berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau
penyelenggara semua kebutuhan hidup warga Negara.29
Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya
mengikuti dan menggunakan istilah ”politie” di Belanda. Hal ini
sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum
Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.
Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “Politei Overzee”
sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah “politei”
mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ
pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan
paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak
melakukan larangan-larangan perintah.30
Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk
mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang
dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan
kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak
melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk
melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan
memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum
29 Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang, Surabaya, 2009, Hlm 1
30 Ibid Hlm 2
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tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari
pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan
(regeeringorganen) yang diberi wewenang dan kewajiban
menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat
dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai
alat pemerintah.31
Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa polisi
diartikan :
1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara
keamanan dan ketertiban umum;
2. Anggota dari badan tersebut diatas.
Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian
sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara
keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap
ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan
fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari
lembaga.32
Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1
angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu :
“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan
dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”.
31 Ibid, Hlm 2.
32 Ibid Hlm 4.
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Istilah Kepolisian dalam Undang-undang Polri tersebut
mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga
polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang
disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002
tentang Polri tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi
pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom,
dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian
adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga
dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda.
Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada
dalam negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai
fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang
terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan
sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab
lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan
fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan
pelayanan kepada masyarakat.33
33 Ibid Hlm 5.
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2. Landasan Yuridis  Kepolisian NRI
Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang
Pertahanan dan Keamanan Negara. Ketetapan MPR RI No.
VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka
secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan
rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian NRI, serta pemisahan
kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian
NRI sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Salah satu
tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah
dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan
restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Adanya
kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, dimana telah
dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut,
Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Sebagai akibat dari penggabungan tersebut, maka yang
terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI
sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas
Kepolisian NRI sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban
masyarakat. Peran sosial politik dalam Dwifungsi Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan tejadinya
penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Kepolisian NRI yang
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berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Menimbang
realitas tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
kemudian memutuskan TNI dan Kepolisian NRI secara
kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-
masing. Ketika terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan
kegiatan keamananTNI dan Kepolisian NRI maka kedua badan
tersebut harus bekerja sama dan saling membantu.
Berdasarkan perubahan secara konstitusional, maka
keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan
Kepolisian NRI dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian
tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, sertamelindungi, mengayomi,
dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi
kepolisian, Kepolisian NRI secara fungsional dibantu oleh
kepolisian khusus, diantaranya Penyidik pegawai Negeri Sipil, dan
Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa melalui pengembangan
asas Subsidiaritas dan Asas partisipasi.
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan
Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR
RI No. VII/MPR/2000, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang
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kini juga menjadi landasan yuridis normatif dari eksistensi
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Asas legalitas
sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam UU
Kepolisian secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan
Kepolisian NRI, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan
terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana
dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan
pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas
preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat
Kepolisian NRI memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan
untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian
sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang Kepolisian mengatur pula
pembinaan profesi dan kode etik profesi Kepolisian agar tindakan
pejabat Kepolisian NRI sacara menyeluruh dapat
dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun
secara teknik profesi dan hak asasi manusia (HAM).
Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap
melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota
Kepolisian NRI wajib pula memperhatikan Peraturan Perundang-
Undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya,
antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHPidana), ketentuan Perundang-Undangan yang
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mengatur otonomi khusus, serta Peraturan Perundang-Undangan
lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan
wewenang Kepolisian NRI.
3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian NRI
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur
dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan
menjadi tiga, yakni :
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum;
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada     masyarakat.
Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya
dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam
kehidupan masyarakat.
Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir
oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan
ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran
yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan
rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada
kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan
atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.34
Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan
represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep
dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman,
34 Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas
Hukum Polri, Jakarta, 1997. Hlm 22
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perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar
masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu
segala aktivitasnya. oleh karena itu langkah preventif, adalah
usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat,
sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas di
bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan
dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang.
Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan
atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas
Kepolisian.
Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No.
2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :
1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patrolI
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan
kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin
keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan
warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan
perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk
kepentingan tugas kepollisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat,
dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau
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bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan
dengan menjunjung tinggi HAM;
10.Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara
sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
11.Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.35
Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang
pemerintah berasal dari Peraturan Perundang-undangan.
Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah
penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai
dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam
menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.
Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt
wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan diperoleh tiga cara, yaitu :
1. Atributie atau atribusi yaitu pemberian wewenang
pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ
pemerintah.
2. Delegatie atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang
pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ
pemerintahan lainnya.
3. Mandaat atau mandat yaitu terjadi ketika organ
pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh
organ lain atas namanya.36
Wewenang kepolisian diperoleh secara atributuif, yakni
wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang -
35 Sadjijono, Op. Cit, Hlm 113
36 HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Hlm 104
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undangan, anatara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan
dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002
tentang Polri, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-
lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir
delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan
atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun
pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.
Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang
umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15
ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri,
meliputi :
a. Menerima laporan/pengaduan;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat
yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit
masyarakat;
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau
ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup
kewenangan administratif kepolisian;
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainya serta memotret
seseorang;
i. Mencari keterangan dan barang bukti;
j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
k. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang
diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta
kegiatan masyarakat;
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara
waktu.
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Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain
meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang
penyidikan atau penyelidikan proses pidana Pasal 16 ayat (1)
UU No. 2 Tahun 2002.
Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :
a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian
umum dan kegiatan kegiatan masyarakat lainya;
b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor;
c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
e. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api,
bahan peledak, dan senjata tajam;
f. Memberika ijin operasional dan melakukan pengawasan
terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat
kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa
dalam bidang teknis kepolisian;
h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain
dalam menyidik dan memberantas kejahatan
internasional;
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap
orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan
koordinasi institusi terkait;
j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian
internasional;
k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas
kepolisian.
Wewenang di bidang proses pidana :
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan,
dan penyitaan;
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki
tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik
dalam rangka penyidikan;
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. Melakukan pemeriksaan surat;
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f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan;
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat
imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi
dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk
mencegah atau menangkal orang yang disangka
melakukan tindak pidana;
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada
penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada
penuntut umum; dan
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab.
4. Pengertian Bhabinkamtibmas
Ujung tombak pelaksanaan program Community Policing
(Pemolisian Masyarakat) atau yang dikenal dengan singkatan
Polmas yang pengertiannya adalah suatu kegiatan untuk
mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan
masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi
permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)
dilingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.
Bhabinkamtibmas yang merupakan community officer (petugas
polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas
dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan.37
a) Kepolisian Sebagai Pelaksana Pemolisian Masyarakat (Polmas)
37 Polri Daerah Sulawesi Selatan, Op. Cit, Hlm 2.
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Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang
dicanangkan Polri dalam implementasinya menuntut setiap
personil Polri selalu berorientasi kepada pendekatan pelayanan,
menghormati hak asasi manusi, serta membangun kerjasama
yang harmonis dengan masyarakat.kerjasama yang harmonis
tersebut akan terwujud apabila reformasi kultural Polri terus
diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap
anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu
membangun kepercayaan masyarakat terhapad Polri.38
Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri
merupakan salah satu cara efektif untuk membangun
kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus
menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat
memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian
masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai
permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas
dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan
polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.39
b) Masyarakat Sebagai Komponen Pemolisian Masyarakat
(Polmas)
38 Hamza Baharuddin dan Masaluddin, Op. Cit, Hlm 48.
39 Ibid, Hlm 48
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Suatu masyarakat yang didalamnya terdapat suatu sistem
peraturan hukum yang menjadi kerangka bagi seluruh
kegiatannya memerlukan perkembangan yang cukup panjang.
Perkembangan masyarakat yang demikian itu menyebabkan
pembentukan maupun implementasi perundang-undangan
dilakukan secara professional. Pada hakikatnya perubahan ini
hanya bentuknya saja namun nilai-nilai yang ada didalamnya
tetap tradisional dan tidak berubah. Hal ini Nampak juga dalam
proses pelayanan publik kepolisian, dimaksud disini muncul
ketidakpatuhan yang menyebar pada semua lapisan
masyarakat dan sering terjadi adanya perbedaan kepentingan
dengan orang-orang atau kelompok yang berkuasa. Tradisi
kolonialisme yaitu rakyat terbiasa untuk diperintah, tetapi juga
sedapat mungkin berusaha untuk menghindarkan diri dari
kewajiban-kewajiban yang diatur oleh peraturan-peraturan
hukum.40
Suatu masyarakat dengan struktur yang mapan menuju
kearah masyarakat modern yang nampaknya belum menyatu,
sehingga banyak ditemukan adanya kemajemukan yang terlihat
pada interaksi antara perilaku urban yang modern dengan
perilaku tradisional sehingga membentuk pola-pola perilaku
yang kompleks. Munculnya kesenjangan antara apa yang
40 Ibid, Hlm 52.
35
seharusnya dan apa yang senyatanya, gejala ini disebut dengan
formalism. Berikut munculnya pelayanan publik tidak
bersesuaian dengan perilaku yang konkrit serta terjadinya
tumpang tindih merupakan satu gambaran yang khas dalam
sistem campuran ini. Operasional Polmas oleh petugas dan
Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) harus dibangun
atas dasar kemitraan yang setara dan saling membutuhkan,
saling mendukung dengan menjamin keikutsertaan warga
dalam proses pengambilan keputusan serta saling menghargai
perbedaan pendapat.41
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c) Komunikasi Sebagai Komponen Pemolisian Masyarakat
(Polmas)
Komponen yang dibutuhkan bagi proses pelayanan
perpolisian melalui hukum selain faktor sumber daya, sikap
adalah komponen komunikasi. Di sini pada pelaksana bukan
hanya memiliki kemampuan untuk melaksanakan tetapi mereka
juga harus mempunyai pengetahuan atau pemahaman akan
substansi pelayanan publik yang hendak dilaksanakan.
Komponen komunikasi menjadi penting artinya apabila kita
menyadari bahwa pelayanan itu menginginkan suatu jenis
aktivitas tertentu yang sesuai dengan tujuan pelayanan publik
kepolisian. Melalui perancanaa diharapkan semua kegiatan
41 Ibid, Hlm 57.
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pelayanan publik kepolisian telah dipersiapkan secara
sistematis untuk mencapai suatu tujuan, cara bagaimana tujuan
tercapai dengan sumber daya yang ada agar lebih efektif dan
efisien serta pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan
yang telah ditetapkan.
Semakin luas dan tersentralisasi suatu pelayanan publik
menyebabkan saluran komunikasi antara pelaksana dan orang
yang tersangkut didalam pelayanan publik itu akan lebih
panjang dan lebih rumit. Di samping itu anggota masyarakat
akan semakin sulit untuk mengetahui berbagai bentuk
pelayanan publik yang dibuat dan ditetapkan dalam berbagai
bentuk peraturan perundang-undangan yang ada. Melalui
saluran komunikasi pula secara bertahap anggota-anggota
masyarakat mengetahui nilai-nilai, norma-norma yang baru yang
selanjutnya diteruskan kepada anggota masyarakat lainnya.42
Secara tradisional komunikasi yang dilakukan Polri dengan
mengembangkan program Pembinaan Masyarakat (Binmas)
dan program-program yang berkaitan dengan system
keamanan swakarsa (Siskamswakarsa). Program
siskamswakarsa dilakukan melalui sistem keamanan lingkungan
(Siskamling) yang meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan
pendidikan dan lingkungan kerja sebagai bentuk-bentuk
42 Ibid, Hlm. 58
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keamanan swakarsa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-
Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam
hal ini Bhabinkamtibmas berperan sebagai ujung tombak
pelaksanaan siskamling/siskamswakarsa.
Sejalan dengan proses reformasi yang telah dan sedang
berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis
membawa perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan sosial,
Polri yang saat ini sedang melaksakan proses reformasi untuk
menjadi kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan
perkembangan kahidupan masyarakat dalam cara merubah
pola komunikasi yang menitikberatkan pada pendekatan yang
reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang
proaktif dan mendapat dukungan publik dengan
mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-
masalah sosial.
Komunikasi sebagai komponen Pemolisian Masyarakat
(Polmas) merupakan kemampuan yang utama yang perlu
dimiliki. Komunikasi harus diciptakan dengan dua arah dan
berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis.
Komunikasi yang efektif adalah alat utama sebagai komponen
Pemolisian Masyarakat (Polmas) untuk berhubungan dengan
warga masyarakat, bekerja dalam forum kemitraan maupun
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berkomunikasi dengan orang yang ditegur, ditertibkan dan pada
saat menangani perkara ringan/pertikaian antar warga.43
d) Pemolisian Masyarakat (Polmas) Sebagai Strategi
Polmas sebagai strategi berarti bahwa model perpolisian
yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dengan
masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap
permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan
ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan
masyarakat setempat diterapkan dengan tujuan mengurangi
terjadinya kejahatan dan rasa ketakutan akan terjadi kejahatan
serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Dalam
pengertian ini, masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi
semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi
kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam
mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang amah dan
tertib bagi ketenteraman dan keselamatan kehidupan bersama
masyarakat yang difasilitasi oleh polisi yang berperan sebagai
petugas Polmas dalam suatu kemitraan. Manifestasi konsep
Polmas pada tataran lokal memungkinkan masyarakat setempat
memelihara dan mengembangkan sendiri pengelolaan
keamanan dan ketertiban yang didasarkan atas norma-norma
sosial dan/atau kesepakatan-kesepakatan lokal dengan
43 Ibid, Hlm. 62
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mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat
nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM (Hak Asasi
Manusia) dan kebebasan individu dalam kehidupan masyarakat
yang demokratis.
e) Unsur Utama Pemolisian Masyarakat (Polmas)
Sebagai sebuah sistem, terdapat sejumlah unsur yang ada
dalam Polmas. Namun demikian dalam prakteknya yang mutlak
harus diupayakan adanya adalah 2 (dua) komponen inti
Polmas, yaitu kemitraan dan pemecahan masalah. Komponen
yang mutlak harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan
Polmas adalah adanya kemitraan yang sejajar antara polisi
dengan warga masyarakat. Kemitraan sejajar ini dalam
penerapannya dilaksanakan atau dioperasionalisasikan dalam
wadah yang disebut yang bernama FKPM.
Komponen kedua yang juga harus diwujudkan oleh petugas
dalam pelaksanaan Polmas adalah penyelesaian
permasalahan. Ini berarti bahwa kegiatan Polmas sedapat
mungkin difokuskan pada upaya penyelesaian permasalahan.
Kemitraan yang dibangun antara polisi dengan masyarakat
dimaksudkan sebagai wahana untuk penyelesaian berbagai
permasalahan baik dalam lingkup pemukiman, pendidikan






Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penulisan skripsi ini
nantinya yaitu di Kota Makassar. Sehubungan dengan masalah yang
akan dibahas dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan peranan
Bhabinkamtibmas, maka penulis memilih lokasi penelitian di wilayah
hukum Polsek Tamalate, Makassar.
B. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah
dengan melalui teknik wawancara dengan pihak yang terkait.
Kemudian teknik kepustakaan melalui studi literatur dengan cara
membaca, mempelajari buku-buku, hasil penelitian, tulisan-tulisan dan
peraturan perundang-undangan yang terkait.
C. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis dan sumber yang akan dipergunakan dalam
penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:
1. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui




Data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari
peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-makalah,
buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang
digolongkan sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer:
Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan
perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di
Indonesia.
b. Bahan Hukum Sekunder:
Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum
primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, tulisan artikel internet
atau cetak yang berkaitan dengan Bhabinkamtibmas Polri.
D. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif
dengan tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan,
menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, selanjutnya
menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan
secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Tugas dan Kegiatan Unit Binmas / Bhabinkamtibmas
1. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas
Dalam rangka menciptakan suasana kondusif ditengah-
tengah lingkungan baik pemukiman, lingkungan pendidikan,
lingkungan kerja, dan lain sebagainya, Bhabinkamtibmas memiliki
tugas pokok dan wewenang antara lain :
a. Tugas pokok Bhabinkamtibmas
Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok melakukan pembinaan
masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta
kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan
tugas pokok, Bhabinkatibmas melakukan kegiatan, antara lain :
1. Kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh
wilayah penugasannya;
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (Problem
Solving);
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan
masyarakat;
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang
tersesat, korban kejahatan, dan pelanggaran;
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban
bencana alam dan wabah penyakit;
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat
atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas
dan pelayanan Polri.44
44 Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat
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2. Tugas, Fungsi, dan strukutur organisasi Unit Binmas
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, Unit
Binmas Polsek Tamalate Makassar memiliki struktur organisasi
dan karakteristik wilayah tersendiri yaitu sebagai berikut, terlampir.
Adapun tugas dan fungsi Unit Binmas yang dilaksanakan
sehari-hari oleh personil Unit Binmas yaitu sebagai berikut :
a. Kegiatan pemberdayaan sistem Pemolisian Masyarakat
(Polmas), ketertiban masyarakat, koordinasi bentuk
pamswakarsa, dan kerjasama dalam hal keamanan dan
ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
b. Pelaksanaan tugas personil unit Binmas baik itu Kanit Binmas
maupun Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sehari-hari memiliki
fungsi, sebagai berikut:
1. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat
terhadap hukum dan perundang-undangan.
2. Pembinaan dan penyuluhan (Binluh) bidang ketertiban
masyarakat terhadap remaja, pemuda, wanita dan anak.
3. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan
Pemolisian Masyarakat (Polmas), kemitraan dan kerjasama
pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan/instansi terkait.
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3. Kegiatan Unit Binmas
Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang
menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum upaya
perlindungan dan pelayanan masyarakat yang meliputi pembinaan
kesadaran kamtibmas, pembinaan kesadaran hukum,
melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum dan hal-hal tertentu
sesuai situasi dan kondisi. Dan adapun beberapa kegiatan rutinitas
Unit Binmas Polsek Tamalate, sebagai berikut :
a. Kunjungan / Sambang (Door To Door System)
Bhabinkamtibmas mengunjungi rumah penduduk, tempat
usaha dll di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya,
memberikan informasi/pesan kamtibmas dan pengarahan
mengenai pencegahan tindak kriminal, musibah/kecelakaan
serta hal-hal yang dianggap perlu dalam  menjaga kehidupan
masyarakat yang aman dan tentram, menanyakan keinginan
dan pendapat masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini yaitu:
1. Membangun hubungan baik dengan masyarakat
2. Mendapat kepercayaan dari masyarakat
3. Dapat bekerjasama dengan masyarakat
4. Mengetahui dan memastikan situasi dan kondisi nyata
diwilayah tanggungjawabnya
Dalam melaksanakan tugas kunjungan / sambang
Bhabinkamtibmas memiliki petunjuk yang dituangkan dalam
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sebuah format kunjungan yang berisi data-data orang atau
instansi yang dikunjungi, contoh format tersebut sebagai
berikut, terlampir. Setelah Bhabinkamtibmas melaksanakan
kunjungan, Bhabinkamtibmas menempel stiker bukti kunjungan
dirumah warga yang dikunjungi yang berisi nomor telepon
Bhabinkamtibmas yang bersangkutan, dengan contoh stiker
terlampir.
Apabila pada saat kunjungan / Door To Door System (DDS)
pemilik rumah tidak berada ditempat, kartu patroli berguna
untuk memberitahukan bahwa petugas Bhabinkamtibmas telah
mengunjungi kediamannya, contoh format tersebut sebagai
berikut, terlampir.
(Bhabinkamtibmas Kel. Barombong, Kec. Tamalate Aiptu
Arman melaksanakan kunjungan (Door To Door System) ke
rumah warga, Rabu 11 Januari 2017, Pukul 10.00 Wita)
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b. Penyelesaian masalah (Problem Solving)
Kegiatan Pemecahan Masalah adalah kegiatan dalam
memecahkan permasalahan yang ada di wilayah ataupun
kegiatan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan,
kecelakaan, bencana atau hal-hal yang lain yang dapat
membahayakan kehidupan warga masyarakat. Kegiatan
Penanganan Masalah adalah kegiatan yang dilakukan untuk
membantu warga masyarakat yang memiliki permasalahan,
baik menyangkut kamtibmas, permasalahan antar individu,
maupun permasalahan sosial lainnya. Kegiatan penyelesaian
masalah (Problem Solving) ini bertujuan untuk memperkecil
atau meniadakan segala bentuk permasalahan, baik
permasalahan pidana, sosial, maupun permasalahan lain yang
ada dilingkungan masyarakat sehingga tidak berkembang
menjadi tindak pidana atau masalah yang lebih besar.
Pemecahan Masalah bisa dilakukan apabila Bhabinkamtibmas
telah melakukan kegiatan Polmas lainnya di lapangan, seperti
kunjungan (DDS), melakukan sambang kepada tokoh tokoh
masyarakat. Kegiatan di lapangan dilaksanakan untuk
mengetahui situasi dan kondisi wilayah, yang menjadi dasar
Bhabinkamtibmas untuk menemukan permasalahan dan untuk
menemukan cara yang bisa dijadikan alternatif dalam
memecahkan permasalahan tersebut.
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(Bhabinkamtibmas Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate Aiptu
Izaac CY sedang memediasi/menyelesaikan masalah
perselisihan antara warga, Jumat 20 Januari 2017, Pukul 09.00
Wita)
c. Tatap muka
Suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang
Bhbabinkamtibmas yang bertujuan untuk memberikan
penjelasan terhadap suatu rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam hal pembinaan kamtibmas di wilayah tugas
dan tanggungjawabnya dan menerima saran dan pendapat dari
masyarakat itu sendiri guna untuk mencapai rencana yang
disepakati bersama, kegiatan ini di tujukan atau dikhususkan
kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh diwilayah
tersebut, antara lain : Tokoh masyarakat (Tomas) Tokoh
agama (Toga), dan instansi setempat.
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(Bhabinkamtibmas Kel. Barombong, Kec. Tamalate Aiptu
Arman melaksanakan kegiatan tatap muka dirumah tokoh
masyarakat Kel. Barombong, Rabu 11 Januari 2017, Pukul
15.00 Wita)
d. Pembinaan dan penyuluhan (Binluh)
Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing,
mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan
koordinasi dan bimbingan teknis terhadap masyarakat,
kelompok masyarakat, instansi/lembaga, yang diarahkan
kepada terwujudnya kondisi masyarakat yang aman dan tertib.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat, tentang hukum dan perundang-undangan dan ikut
serta dalam pembinaan kamtibmas, kegiatan pembinaan dan
penyuluhan ini menjadi salah satu tindakan preventif yang
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dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas dalam mencegah
terjadinya tindak pidana.
(Kanit Binmas Polsek Tamalate, Iptu H. Mansur melakukan
kegiatan Pembinaan dan penyuluhan (Binluh) tentang bahaya
pelanyalahgunaan narkoba dan obat daftar G yang marak
akhir-akhir ini kepada para pelajar di SMAN 20 Makassar,
Selasa 19 April 2016, Pukul 09.00 Wita)
e. Koordinasi lintas sektoral
Koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan oleh petugas
Bhabinkamtibmas merupakan suatu usaha dan kegiatan
Bhabinkamtibmas untuk membangun kemitraan dalam hal
pembinaan kamtibmas dalam rangka pencegahan atau
penanganan permasalahan yang dipandang bisa diselesaikan
secara kekeluargaan. Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas
dianggap perlu melakukan koordinasi kepada instansi terkait
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antara lain : lurah/kepala desa setempat dan babinsa diwilayah
tersebut.
(Bhabinkamtibmas Kel. Bongaya, Kec. Tamalate, Bripka
Jasmin malaksanakan kegiatan Koordinasi lintas sektoral
bersama lurah, babinsa, Tokoh masyarakat dan ketua LPM
Kel. Bongaya, Senin 13 Januari 2017)
f. Terobosan kreatif
Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yang
dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat
baik masalah pembinaan kamtibmas maupun permasalah
lainnya demi untuk terciptanya situasi dan kondisi yang
kondusif dalam lingkungan masyarakat setempat, seperti
pembuatan pos kamling, pembuatan produktivitas masyarakat
untuk meningkatkan tingkat ekonominya, pembuatan sarana
olahraga, dan lain sebagainya.
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(Pembuatan pos kamling oleh Bhabinkamtibmas Kel. Tanjung
Mardeka Kec. Tamalate Aipda Muh Yusuf Abidin, bersama
masyarakat setempat untuk menjaga situasi kamtibmas yang
kondusif diwilayah tersebut, Sabtu 24 Desember 2016, Pukul
23.00 Wita)
(Pembuatan sarana olahraga oleh Bhabinkamtibmas Kel.
Balang baru Kec. Tamalate, Bripka Muh. Nasir, SH bersama
masyarakat dan pemerintah setempat, agustus 2014)
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4. Sistem Pemolisian Masyarakat (Polmas)
a. Pemolisian Masyarakat (Polmas)
Suatu kegiatan mengajak masyarakat melalui kemitraan
Polri dan masyarakat sehingga mampu mengidentifikasi,
mendeteksi permasalahan kamtibmas dan menemukan
pemecahan masalahnya.
b. Strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas)
Mengikutsertakan masyarakat/pemerintah dan pemangku
kepentingan untuk melakukan upaya penangkalan,
pencegahan, penanggulangan ancaman gangguan kamtibmas
secara kemitraan dari penentu kebijakan dan pelaksanaannya.
c. Fungsi Pemolisian Masyarakat (Polmas)
1. Mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam hal
keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
2. Membantu masyarakat mengatasi masalah sosial dan
mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.
3. Mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisa, menetapkan
prioritas masalah dan merumuskan pemecahannya.
4. Bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan
masalah kamtibmas.
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5. Kerjasama antara POLRI dan JICA (Japan International
Cooperation Agency)
Badan Kerjasama Internasional Jepang atau yang lebih sering
dikenal sebagai JICA (Japan Internasional Cooperation Agency)
adalah sebuah lembaga yang didirikan pemerintah Jepang untuk
membantu pembangunan negara-negara berkembang. Lembaga
ini berada dibawah kekuasan Departemen Luar Negeri dan
didirikan pada bulan agustus 1974. Lembaga ini juga dimaksudkan
untuk meningkatkan kerja sama internasional antara Jepang
dengan negara-negara lain. Pada tanggal 1 Oktober 2003 lembaga
ini dijadikan sebuah institusi administrasi yang mandiri.
JICA (Japan Internasional Cooperation Agency) menolong
pengembangan pemerintah dengan memberikan bantuan teknis
dan dana yang tidak mengikat. Tujuan JICA adalah membangun
sumber daya manusia di negara-negara berkembang atau
memperkuat organisasi-organisasi, membantu dalam
kebijaksanaan pembangunan negara berkembang, dan melakukan
penelitian untuk rencana dasar atau kemungkinan pelaksanaan
operasi pembanganan.
JICA (Japan Internasional Cooperation Agency) memulai
kerjasamanya dengan Polri pada 2002 dalam rangka mendukung
reformasi polisi dengan melaksanakan Pilot Project di Bekasi, Jawa
Barat. Kegiatan ini tidak hanya terfokus pada pembangunan
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prasarana (dalam bentuk pos polisi yang dinamakan BKPM yang
mendapatkan inspirasi dari “Koban” di Jepang bagi polisi dan
masyarakat untuk membangun komunikasi, tetapi juga pada
peningkatan keahlian dan pengetahuan para personil kepolisian
dalam mengatasi kejahatan dan masalah sosial lainnya di
lingkungan masyarakat.
Pengiriman polisi Jepang ke Indonesia sebagai tenaga ahli
serta pengiriman polisi Indonesia ke Jepang untuk pelatihan melalui
proyek ini tidak hanya menghasilkan polisi yang berkualitas, tetapi
juga menjadikan para pelatih yang mampu menyebarluaskan
keahlian dan pengetahuan yang kepada jajaran kepolisian di
berbagai wilayah lain di Indonesia. Hasil yang menjadi kunci dari
kerjasama ini adalah peluncuran “POLMAS” (Perpolisian
Masyarakat) melalui Skep Kapolri No. 737 tahun 2005 tentang
kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat
dalam penyelenggaraan tugas Polri, Surat Keputusan tersebut
dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian
Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri
No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.
Namun hasil yang terpenting dari kerjasama ini bukanlah
pengembangan prasarana dan keahlian, namun peningkatan
kepercayaan warga Bekasi terhadap polisi serta inisiatif warga dan
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polisi Bekasi untuk membangun kemitraan melalui pembentukan
Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam rangka
menciptakan lingkungan yang aman dan damai.45
6. Polsek Tamalate sebagai Pilot Project sistem Pemolisian
Masyarakat (Polmas) Program Kerjasama POLRI - JICA Di
Wilayah Hukum  Polda Sulawesi Selatan.
Polsek Tamalate Polrestabes Makassar ditunjuk sebagai
Polsek percontohan (Pilot Project) dalam pengembangan sistem
Pemolisian Masyarakat (Polmas) sejak bulan maret 2014,
penunjukan ini berdasarkan kriteria penilaian dari Kapolda Sulsel
karena melihat Polsek Tamalate memiliki karakteristik tersendiri
dibanding wilayah lain yang ada di Kota Makassar dan patut
menjadi penyelenggaraan program Pemolisian Masyarakat
(Polmas)
7. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)
Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 03 Tahun 2015 Tentang
Pemolisian Masyarakat, dalam rangka mengimplementasikan
kemitraan antara Polri dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas
dapat mendorong masyarakat membentuk organisasi yang diberi
nama Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), dan dalam
pelaksanaan tugasnya anggota FKPM menggunakan Balai
45 https://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/others/photo01.html, diakses pada tanggal 8
Januari 2017, Pukul 14. 00 Wita.
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Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) sebagai pusat kegiatan.
Dan adapun  wewenang dari FKPM yaitu :
a. Membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu
peraturan lokal dalam lingkungannya.
b. Secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan
Kepolisian (Upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan/tindak
pidana dengan tertangkap tangan.
c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis
maupun lisan mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas
keamanan/ketertiban lingkungan.
d. Turut serta menyelesaiakan perkara ringan atau perselisihan
antarwarga yang dilakukan oleh petugas
polmas/Bhabinkamtibmas
Sebagai wadah pemecahan masalah oleh polisi bersama
warga, FKPM dapat menjadi sarana dalam mendiskusikan,
memusyawarahkan, dan membahas semua persoalan yang ada di
tengah masyarakat sehingga setiap perbedaan kepentingan antar
pihak/antar kelompok masyarakat tidak sampai mengarah pada
terjadinya konflik, kekerasan dan kerusuhan. Pembentukan FKPM
dapat mendeteksi secara dini gejala dan potensi konflik di tengah
masyarakat sehingga dilakukan tindakan sebelum terjadi konflik di
tengah masyarakat. Eksistensi FKPM dapat menjembatani dan
memediasi semua persoalan di masyarakat agar diselesaikan
secara damai berdasarkan musyawarah mufakat.
Sebagai wadah informasi, komunikasi dan kosultasi polisi
terhadap warga, FKPM dapat menjadi sarana bagi masyarakat
untuk sumber informasi dan konsultasi terhadap permasalahan
yang dihadapi masyarakat. FKPM harus menyediakan sumber
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informasi bagi warga masyarakat terhadap kondisi keamanan dan
ketertiban masyarakat. FKPM menjadi alat konsultasi bagi warga
yang menghadapi permasalahan, khususnya permasalahan hukum
sehingga Polri bisa memberikan bimbingan dan nasehat hukum
yang benar. Dengan demikian, dalam konteks percepatan Polmas
di tengah masyarakat, pembentukan FKPM diarahkan untuk
Membina keharmonisan hubungan kerja sama kemitraan sejajar
antara polisi dan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketenteraman
umum dalam kehidupan masyarakat; Menampung dan
menyalurkan aspirasi warga dalam menyelesaikan dan mengatasi
permasalahan sosial yang mengancam kamtibmas serta
ketenteraman kehidupan masyarakat; Menghimpun seluruh
kekuatan yang ada di masyarakat yang diperlukan untuk
berpartisipasi dalam tugas-tugas pengamanan di lingkungannya;
Menyelesaikan dan mengatasi berbagai permasalahan sosial yang
mengancam kamtibmas serta ketenteraman kehidupan
masyarakat; Melakukan koordinasi, konsultasi, dan konsulidasi
antara warga dengan polisi dalam rangka mencapai sinergi tas
dalam penanggulangan kejahatan, ketidaktertiban sosial, dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat.46
46https://agussubagyo1978.wordpress.com/2015/07/01/peran-fkpm-dalam-percepatan
implementasi-polmas/, diakses pada tanggal 9 Januari 2017, Pukul 09.00 Wita.
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B. Proses penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh
Bhabinkamtibmas
Penanganan tindak pidana ringan (tipiring) digolongkan menjadi
proses penyelesaian masalah (Problem Solving) yang dilakukan oleh
Bhabinkamtibmas atas kemauan bersama kedua belah pihak tanpa
tekanan dari manapun, dengan dibuatkan bentuk format kesepakan
bersama yang ditandatangani kedua belah pihak, kemudian diketahui
oleh Bhabinkamtibmas setempat sebagai tanda bukti bahwa mereka
sudah damai tanpa melalui proses hukum. Namun, kadang diarahkan
ke proses penyidikan oleh pihak Reserse Kriminal (Reskrim) bila
mereka tidak dapat menempuh musyawarah mufakat, adapun contoh
format penyelesaian masalah baik tindak pidana ringan (tipiring)
maupun masalah non pidana/masalah sosial, sebagai berikut,
terlampir.
Disamping penanganan tindak pidana ringan (tipiring) yang
dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas, ada juga penanganan
masalah non pidana (masalah sosial) yang biasa dihadapi, dengan
contoh format sebagai berikut, terlampir.
Dalam penyelesaian masalah tersebut, sebelumnya boleh
dibuatkan undangan kepada pihak yang bermasalah untuk selanjutnya
dilakukan pertemuan diruang Unit Binmas Polsek Tamalate, yang
fasilitasi oleh Bhabinkamtibmas atau Kepala Unit Binmas setempat,
dengan format sebagai berikut, terlampir.
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Setiap Bhabinkamtibmas diwilayah hukum Polsek Tamalate,
biasanya dapat menyelesaikan permasalahan (Problem Solving) 2
(dua) sampai 3 (tiga) permasalahan setiap bulannya baik itu masalah
tindak pidana ringan maupun non pidana/masalah sosial, dari data
yang diambil dari Unit Reskrim Polsek Tamalate menunjukkan bahwa
laporan masuk ketahap penyidikan pada tahun 2015 sebanyak 1890
laporan dan pada tahun 2016 sebanyak 1651 laporan, laporan tersebut
turun sebanyak 239 laporan, penurunan angka laporan tindak pidana
yang ada diwilayah hukum Polsek Tamalate Makassar ini tidak lepas
dari peranan Bhabinkamtibmas yang terus aktif menekan dan
mencegah serta menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah
binaannya masing-masing, dengan banyaknya permasalahan/tindak
pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka
anggaran negara untuk biaya penyiidikan pada fungsi reserse dapat
menghemat milyaran rupiah uang negara.
Dengan adanya kegiatan Bhabinkamtibmas Polri dalam hal ini
mengenai penyelesaian masalah (Problem Solving), tingkat
kepercayaan masyarakat kepada Polri mengalami peningkatan
dibanding pada tahun-tahun sebelumnya, karena petugas
Bhabinkamtibmas bukan hanya menangani permasalahan tindak
pidana ringan namun permasalahan non pidana/masalah sosial yang
terjadi ditengah-tengah masyarakat juga dapat diselesaikan dengan
bekerjasama dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat setempat.
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C. Kendala Yang Dihadapi Bhabinkamtibmas Polri Dalam
Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)
Dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan
oleh Bhabinkamtibmas dalam bentuk penyelesaian masalah (Problem
Solving) sering terjadi masalah yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas
karena beberapa kendala, antara lain :
1. adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam sebuah
permasalahan, yang  dapat mempengaruhi proses penyelesaian
masalah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sehingga
permasalahan tersebut menjadi sulit untuk diselesaiakan.
2. Masyarakat yang dimediasi masih ada yang kurang mengerti
hukum dan aturan aturan yang berlaku serta banyak masyarakat
yang tersandung masalah ingin menang sendiri tanpa memikirkan
pihak lain.
3. Dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh
Bhabinkamtibmas, ada beberapa petugas Bhabinkamtibmas yang
belum memahami secara keseluruhan tentang teknik penyelesaian
masalah yang dihadapinya seperti cara pembuatan laporan dan
pengarsipan yang sesuai dengan petunjuk yang ada sehingga
rekapitulasi laporan masalah yang telah diselesaikan oleh petugas
Bhabinkamtibmas belum maksimal dan cara pengarsipan data





1. Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah dituangkan dalam
tulisan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa tugas seorang
Bhabinkamtibmas Polri adalah tugas yang sangat mulia karena
kewenangannya sangat luas berdasarkan Peraturan Kapolri yang
ada,  khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan maupun
non pidana/masalah sosial. Dalam penanganan tindak pidana
ringan. Bhabinkamtibmas Polri berperan sebagai mediator dan
fasilitator dalam setiap permasalahan yang ada diwilayah
tanggungjawabnya. Dengan banyaknya permasalahan/tindak
pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka
anggaran negara untuk biaya penyiidikan pada fungsi reserse
dapat menghemat milyaran rupiah uang negara, hal ini
disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan
(Kabaharkam Polri) dalam pidato lisan yang disampaikan pada
setiap arahan kepada pajabat Polri se Indonesia.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah (Problem
Solving) ada beberapa kendala yang dihadapi oleh
Bhabinkamtibmas antara lain : adanya pengaruh dari pihak yang
bermasalah atau orang ketiga pada saat proses mediasi
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berlangsung, masyarakat kurang mengerti hukum dan aturan yang
berlaku, serta Bhabinkamtibmas sendiri masih ada yang kurang
memahami tentang teknik proses penyelesaian masalah (Problem
Solving) tarutama masalah adminstrasi.
B. Saran
1. Pelaksanaan penyelesaian masalah (Problem Solving) yang
dilaporkan oleh masyarakat secara langsung maupun ditemukan
sendiri pada saat pelaksanaan kunjungan (Door To Door System)
diharapkan para petugas Bhabinkamtibmas dapat menjadi seorang
mediator dan fasilitator yang baik dan tidak berpihak kepada salah
satu pihak yang sedang dimediasinya, sehingga masyarakat dapat
merasakan pelayanan prima dalam penanganan masalah tindak
pidana ringan maupun non pidana (masalah sosial) yang dihadapi
masyarakat.
2. Dalam rangka meningkatkan kinerja petugas Bhabinkamtibmas
sebagai ujung tombak Polri dalam pelayanan kepada masyarakat
diwilayah tugas masing-masing, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan
khususnya dalam teknik penyelesaian masalah (Problem Solving),
begitu juga masyarakat dan generasi muda perlu dilakukan
pembinaan dan penyuluhan hukum serta aturan-aturan yang
berlaku guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan
agar masyarakat dapat meningkatkan kedasaran tentang hukum
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yang berlaku dengan harapan tindak kejahatan atau pelanggaran
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1. Karakteristik Wilayah Kec. Tamalate, Makassar
a. Letak Wilayah dan luas Wilayah :
1. Kecamatan Tamalate terletak di bagian selatan Kota
Makassar
119       24’ 1758’      Bujur Sangkar
50          8’         618’ Lintang Selatan
2. Luas Wilayah Hukum Polsek Tamalate : 20,21 Km2
b. Batas Wilayah :
1. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan
Kabupaten Gowa.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Gowa dan
Kecamatan Rappocini.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mamajang dan
Kecamatan Rappocini.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Mariso dengan
selat Makassar.
c. Karakteristik Wilayah :
1. Terdapat pesisir pantai yang berhubungan serta dilintasi
dengan sungai Je’neberang yang bermuara kepantai selat
Makassar




Wilayah Kecamatan Tamalate terdiri 10 ( sepuluh ) kelurahan
antara lain :



















































Jumlah 1.592,67 Ha 113 562
e. Demografi.
1. Jumlah penduduk
Jumlah penduduk Kecamatan Tamalate : sebanyak 165.376
Jiwa
Laki – Laki = 81.532 Jiwa
Perempuan = 83.843 Jiwa
Jumlah = 165.375 Jiwa
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2. Agama :
a. Islam = 155.000 Jiwa
b. Kristen = 9.500 Jiwa
c. Hindu = 376 Jiwa
d. Budha =         500    Jiwa
Jumlah = 165.376 Jiwa
3. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan :
a. Belum Sekolah =    19,02 %
b. Tidak sekolah =      5,01 %
c. Sekolah Dasar = 55,78 %
d. SLTP =    67,35 %
e. SLTA =    66,90 %
f. Sarjana =      5,05 %
f. Bidang Hankam:
1. Dalam Wilayah Kecamatan tamalate terdapat kesatuan-
kesatuan TNI dan POLRI :
a. Yon ARMED Di Kelurahan Jongaya
b. Yon A BRIMOB di Kelurahan Pa’baeng-baeng
c. Koramil 09 Makassar di Kelurahan Mangasa
d. Polsek Tamalate di Kelurahan Maccini sombala
e. Terdapat Rumdis/Asrama TNI/POLRI yaitu:
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1. Rumah Jabatan Kapolda Sulsel Jl. A. Mappaoudang
2. Asrama perwira Polri Jl. A. Mappaoudang
3. Asrama Polri Bhayangkara Jl. Kumala
4. Asrama Polri YON A Brimob JL.Sultan Alauddin
5. Asrama Polri Selektif  Pa’baeng-baeng
6. Asrama YON ARMED JL. A. Mappaoudang
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a. Personil Unit Binmas Polsek Tamalate
Personil Unit Binmas Polsek Tamalate berjumlah 13 orang
dengan 10 kelurahan dengan komposisi jabatan sebagai berikut :
NO NAMA PANGKAT / NRP JABATAN
1 H. MANSUR IPTU / 60120057 KANIT BINMAS
2 MUH. SAID NUR IPDA / 60080191 PANIT 1 BINMAS
3 TAMPANG SALU IPDA / 63080749 PANIT 2 BINMAS
4 H. MUH TAHIR AIPTU / 59050294
BHABIN KEL.
MANGASA
5 IZAAC CY AIPTU / 65070121
BHABIN KEL.
MCN SOMBALA
6 HERMAN SANDJI AIPTU / 66070400
BHABIN KEL.
PRG TAMBUNG
7 ARMAN AIPTU / 71030306
BHABIN KEL.
BAROMBONG













11 MUH. NASIR, SH BRIPKA / 81050844
BHABIN KEL.
BALANG BARU
12 IRWAN BRIPKA / 81090568
BHABIN KEL.
PABAENG-BAENG




FORMAT PENGISIAN BLANGKO KUNJUNGAN / DOOR TO DOOR
SYSTEM (DDS) BHABINKAMTIBMAS
1) Untuk warga penduduk
KOPSTUK…….
FORMAT KUNJUNGAN KEPADA PENDUDUK
Format kunjungan ini berguna bagi anda karena akan dipergunakan apabila ada yang mencari lokasi rumah anda atau
pada saat darurat misalnya terjadi kasus kriminal/kecelakaan lalu lintas yang menimpa keluarga/kerabat anda dan perlu
menghubungi anda. Data yang tertera Pada blangko ini tidak akan di berikan kepada pihak lain, selain petugas
kepolisian tanpa alasan yang semestinya. Blangko yang sudah di isi akan di simpan di kepolisian.
Kepala
Kelurga






















Nama Hub.Keluarga Tempat &Tgl Lahir Tempat Kerja/Sekolah dll
( L. P)
( L. P )
( L. P )
( L. P )
( L. P )
( L. P )
( L. P )
( L. P )








Yang Menerima Tanggal Nama Tanda tangan
Pelaksana
75





FORMAT KUNJUNGAN KE TEMPAT USAHA/KANTOR
Format kunjungan ini berguna bagi anda karena akan dipergunakan apabila ada yang mencari lokasi rumah
anda,atau pada saat darurat misalnyaterjadi kasus kriminal/kecelakaan lalu lintas yang menimpa keluarga/kerabat
anda dan perlu menghubungi anda. Data yang tertera  Pada blangko ini tidak akan di berikan kepada pihak lain,







































( l. P )
( l. P )
( l. P )







Tanggal Nama Tanda tangan
Pelaksana
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Apabila pada saat kunjungan / Door To Door System (DDS) pemilik rumah
tidak berada ditempat, kartu patroli berguna untuk memberitahukan bahwa
petugas Bhabinkamtibmas telah mengunjungi kediamannya.
KEPOLISIAN…..
KARTU PATROLI
Saya ………………………………, petugas Bhabinkamtibmas Desa
XXXXX Polsek XXXXXX.
Dalam kegiatan kunjungan yang  saya laksanakan pada tanggal
XXXX bulan XXXX tahun XXXX sekitar pukul XXXX, di rumah
bapak/ibu, sayang sekali bapak/ibu sedang tidak ada di rumah.
Karena itu saya tinggalkan kartu patroli ini.Jika bapak/ibu menemui
kesulitan atau mempunyai saran dan pendapat mengenai kepolisian,




1. Bersama ini, saya titipkan pula kartu kunjungan pada hari .........,
saya akan kembali berkunjung untuk mengambil kartu kunjungan
ini, karena itu mohon kesediaannya untuk mengisinya. Pada saat
kedatangan saya, saya ingin menanyakan kepada bapak/ibu
mengenai pendapat atau saran kepada pihak kepolisian.
2. Akhir-akhir ini sering terjadi pencurian sepeda motor di sekitar sini.
Mohon agar sepeda motor diberi kunci ganda.
3. Telp. Polsek ..............................................
Telp. Bhabinkamtibmas ............................
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Nomor          : B /        / I / 2017 / Sek
Klasifikasi     : Biasa
Lampiran      : -





a. Peraturan Kapolri No 3 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang
Pemolisian masyarakat.
b. Pengaduan atas nama Sdr……… pada hari ……… tanggal
……… tentang permasalahan………………………………….
2. Sehubungan hal tersebut di atas, di undang dengan hormat kepada
Bapak/Ibu, untuk menghadiri pertemuan dalam rangka mencari
solusi untuk kepentingan bersama yang berkaitan dengan
permasalahan tersebut. yang akan di laksanakan pada:
a. Hari / tanggal :
b. Pukul :
c. Tempat :
3. Demikian di sampaikan kepada Bapak / Ibu, atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.







KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
SEKTOR TAMALATE
Jln. Danau Tanjung Bunga, Makassar
LAPORAN HASIL PEMECAHAN MASALAH
“PIDANA RINGAN”
1. Nama : MUH. SUHARDI
Pangkat / Nrp : BRIPKA / 83020563
Tempat Tugas : Kel. Jongaya, Kec.Tamalate
2. Melaporkan bahwa :
a. Hari  /  Tgl  / Pukul : Rabu,  8  Februari  2017
b. TKP : Jl. Kumala 2 Selatan (Pinggir
kanal), Makassar.
c. Uraian singkat :
Berawal dari Pr. Nurhayati Nur sementara duduk-duduk didepan
rumahnya, tiba-tiba Pr. Dewi melintas dan berkata “Ada Sabu-
sabukah” yang membuat Pr. Nurhayati Nur tersinggung atas
perkataan Pr. Dewi, (yang sebelumnya suami dari Pr. Nurhayati
Nur memang pernah terlibat masalah narkotika) dan terjadilah
pertengkaran diantara keduanya hingga keduanya ingin
berkelahi tetapi Ketua RT setempat atas nama Rusdi Dg Bonto
melerai keduanya sehingga tidak terjadi perkelahian, dan
menelpon Bhabinkamtibmas Kel. Jongaya.
3. Nama pelapor / korban : Nurhayati Nur
Alamat : Jl. Kumala 2 Selatan (Pinggir
kanal), Makassar.
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
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4. Nama terlapor : Dewi
Alamat : Jl. Kumala 2 Selatan (Pinggir
kanal), Makassar.
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
5. Hasil penanganan :
Bhabinkamtibmas Kel. Jongaya, Bripka Muh. Suhardi mendatangi
TKP dan mengecek kebenarannya, lalu Bhabinkamtibmas
menengahi permasalahan tersebut dan berupaya untuk
mendamaikan keduanya, akhirnya setelah mendengar nasehat-
nasehat dari Bhabinkamtibmas kedua belah pihak sepakat untuk
berdamai dan dibuatkan surat pernyataan di ruangan Problem
Solving Unit Binmas Polsek Tamalate yang dituangkan dalam surat
kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.








KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
SEKTOR TAMALATE
Jln. Danau Tanjung Bunga, Makassar
SURAT KESEPAKATAN BERSAMA
Pada hari ini, Rabu 8 Februari 2017, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :
Nama : Nurhayati Nur
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jl. Kumala 2 Selatan (Pinggir kanal),
Makassar
(Dalam hal ini di sebut sebagai pihak pertama / Pelapor).
Nama : Dewi
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jl. Kumala 2 Selatan (Pinggir kanal),
Makassar
(Dalam hal ini disebut sebagai pihak kedua./ Terlapor)
Kedua belah pihak atas kehendak bersama tanpa tekanan
siapapun beritikad baik dan mengadakan kesepakatan bersama sebagai
berikut :
1. Saya pihak kedua (Dewi) meminta maaf dan tidak akan lagi
mengulangi perbuatan saya mengganggu dan membuat perasaan
tidak enak kepada pihak pertama (Nurhayati Nur).
2. Saya pihak pertama (Nurhayati Nur) memaafkan pihak kedua
(Dewi), kami berjanji saling menyayangi dan tidak ada lagi rasa
dendam diantara kami serta menyelesaikan masalah ini secara
kekeluargaan.
3. Apabila dikemudian hari saya (Dewi) melanggar kesepakatan
tersebut diatas, maka saya bersedia diproses secara hukum yang
berlaku.
--------Demikian Surat Kesepakatan bersama ini di buat dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak dihadapan para saksi dan
Bhabinkamtibmas yang turut serta menandatangani kesepakatan ini.-------
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Makassar, 8 Februari 2017
YANG MENYATAKAN




1. Rusdi Dg Bonto ( Ttd )








BHABINKAMTIBMAS KEL. JONGAYA, BRIPKA MUH. SUHARDI,
MELAKUKAN MEDIASI ANTARA PR. NURHAYATI NUR DENGAN
PR. DEWI YANG SEBELUMNYA BERTENGKAR DI JL. KUMALA 2




















KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
SEKTOR TAMALATE
Jln. Danau Tanjung Bunga, Makassar
Laporan Hasil Kegiatan Problem Solving
“Masalah sosial”
Polsek Tamalate  Polrestabes Makassar
Petugas Polmas Nama                       : IZAAC COENDRAT
Pangkat / Nrp           : AIPTU / 65070121
Bhabinkamtibmas    :  Kel. Maccini Sombala
Sumber Informasi
kejadian
Konsultasi Permintaan Pendapat Pengaduan Lain-lain
Diteima pada saat / melalui :







Pada hari sabtu 21 Januari 2017, Bhabinkamtibmas Kel. Maccini
Sombala menerima telepon dari warga bahwa salah satu rumah
warga atas nama Dg Pate (sebagian rumahnya dikontrakkan)
terendam air atau banjir yang diakibatkan hujan lebat yang terjadi





1. Bhabinkamtibmas Aiptu Izaac CY bersama ketua FKPM
Kaharuddin Dg Masang, SH Mendatangi rumah tersebut dan
mengecek kebenarannya.
2. Bhabinkamtibmas berinisiatif untuk mencari dan meminjam
mesin pompa air dan menyedot air keluar.
Tanggapan
masyarakat
Para warga yang rumahnya terendam air berterima kasih kepada
Bhabinkatibmas dan ketua FKPM atas bantuan yang diberikan,
sehingga warga dapat kembali beraktifitas seperti biasa
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Catatan Lurah Maccini Sombala, Andi Eldy Indra Malka, S.STP mengapriasi
kinerja Bhabinkamtibmas dan Ketua FKPM yang tanggap terhadap
laporan masyarakat yang tangah tertimpa musibah.








BHABINKAMTIBMAS KEL. MACCINI SOMBALA, AIPTU IZAAC CY
BERSAMA KETUA FKPM KEL. MACCINI SOMBALA, KAHARUDDIN DG
MASANG, SH, MEMBANTU WARGA MENGELUARKAN GENANGAN AIR
DENGAN MESIN POMPA, SABTU 21 JANUARI 2017.
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